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ABSTRACT 

The focus of this study is analysing ASEAN member countries’ commitment on 

tariff reduction under CEPT Agreement and its implementation together with 

Indonesia’s preparation related to establishment of ASEAN Economic Community. 

This research is using qualitative approach and normative-yuridis methodology. 

Knowing that ASEAN member countries’ hasn’t fulfill their commitment in time 

provided. The researcher suggest that ASEAN member countries’ should have 

greater political will to implement all commitments under AFTA and Indonesia 

should reform their trade policy on investment, custom procedures and taxation to 

become key regional player in ASEAN Economic Community. 

Kata Kunci: CEPT Agreement, Tariff Reduction, AFTA, ASEAN Economic 

Community Blueprint, ASEAN Charter.  
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Fokus kajian ini adalah menganalisis komitmen negara-negara anggota ASEAN 

terhadap penurunan tarif berdasarkan Perjanjian CEPT dan implementasinya 

bersamaan dengan persiapan Indonesia terkait pembentukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi yuridis 

normatif. Mengetahui bahwa negara-negara anggota ASEAN belum memenuhi 

komitmennya dalam waktu yang ditentukan. Peneliti menyarankan bahwa negara-

negara anggota ASEAN 'harus memiliki kemauan politik yang lebih besar untuk 

melaksanakan semua komitmen di bawah AFTA dan Indonesia harus mereformasi 

kebijakan perdagangan mereka di bidang investasi, prosedur kepabeanan dan 

perpajakan untuk menjadi pemain regional utama dalam Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. 

Kata Kunci: Perjanjian CEPT, Penurunan Tarif, AFTA, Masyarakat Ekonomi 

ASEAN, Piagam ASEAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan ekonomi dalam suatu negera menjadi faktor penting dalam 

hubungan kerjasama internasional antar negara.1 Semakin besar laju pertumbuhan 

ekonomi sesuatu negara berbanding lurus dengan tingkatan dalam kesejahteraan 

negera tersebut. Perdagangan internasional akan menyumbangkan nilai dalam 

perkembangan ekonomi di suatu negara, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi 

suatu negara akan membawa peningkatan terhadap intensitas perdagangan 

internasional itu sendiri.2 Kerjasama ekonomi suatu negara dengan negera lainnya 

untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomiannya baik dalam kerjasama 

bilateral, multilateral, regional, ataupun dalam forum- forum kerjasama 

internasional yang lain.3 

 Setiap negara di dunia berupaya mempertahankan kepentingan ekonominya 

masing-masing dalam era globalisasi, yang berbanding lurus dengan kenaikan 

jumlah ataupun kegiatan industri multinasional ataupun industri 

                                                             
1.Dicky Maulana, Perkembangan Indonesia dalam Perdagangan Internasional, dalam  

Kompasiana.com diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 17.00 WIB. 

 2. Asyilla Hisyam, "New Growth Theory", dalam theoryinternationalera.com diakses 

pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 18.00 WIB. 

 3. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Bentuk Kerjasama Internasional : 

Bilateral, Regional, dan Multilateral". dalam Kompas.com diakses pada tanggal 05 Februari 2021 

pukul 18.25 WIB. 

https://www.kompasiana.com/dicky99014/5bc54be8677ffb3f4a68c643/perkembangan-indonesia-dalam-perdagangan-internasional
https://www.kompasiana.com/dicky99014/5bc54be8677ffb3f4a68c643/perkembangan-indonesia-dalam-perdagangan-internasional
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all
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transnasional.4 Negara-negara membentuk blok ekonomi yang direalisasikan ke 

dalam bentuk pasar bebas atau daerah perdagangan bebas.5  

Kerjasama ekonomi yang dilakukan tiap negara tidak luput dari aktivitas 

ekspor- impor yang terbentuk dalam kerjasama perdagangan internasional. 

Aktivitas ekspor-impor juga terus mengalami pertumbuhan dari masa ke masa 

demi kepentingan masing-masing negara.6 Kegiatan ekspor-impor ini dapat 

mendatangkan devisa bagi masing-masing negara serta meningkatkan produksi 

barang yang menjadi nilai plus di suatu negara serta menghemat biaya pengeluaran 

dari negara dengan cara mengimpor barang-barang yang dibutuhkan dan belum 

mampu diproduksi dari dalam suatu negara7 

Perdagangan internasional membentuk blok-blok perdagangan/trade block 

yang dimulai dengan adanya pembentukan Masyarakat Eropa/European 

Community (EC),8 Europian Community ini dibentuk melalui kerjasama antar 

negara di bidang batu bara dan besi baja yang dinilai menguntungkan antar 

masing-maasing negara Eropa, kemudian tumbuh menjadi terbentuknya 

perdagangan bebas antar negara-negara anggota, dan mengalami perkembangan 

                                                             
 4. Muhammad Rezza, "Corporate Social Responsibility Multinational Corporations Di 

Indonesia, Sudahkah Mendukung Sustainable Development Goals" dalam ejournal.uksw.edu/ pada 

diakses pada tanggal 06 Februari 2021 pukul 09.00 WIB. 

 5. Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi 

Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia", Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005, hlm 

12. 

 6. Nisa Mutia Sari, "Manfaat Perdagangan Internasional, Ikut Wujudkan Kemakmuran", 
DJPPI, 13 November 2019, melalui  kemendag.go.id diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 

18.50 WIB. 

 7. Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, "Fair Trade Gerakan Perdagangan 

Alternatif", 2004, Bandung: Pustaka Belajar Oxfam, hal.2. 

 8. Hermawan, "Interregionalisme dan Tantangan Pembentukan Komunitas ASEAN" dalam 

laporanrisetYPHermawanASEANfinal.com, diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 19.15 

WIB. 

http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok_media/manfaat-perdagangan-internasional-ikut-wujudkan-kemakmuran
https://media.neliti.com/media/publications/12751-ID-interregionalisme-dan-tantangan-pembentukan-komunitas-asean.pdf
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tidak hanya bebas dalam hal perdagangan barang tetapi juga bebas dalam 



 
 

 

 

 

4 

perpindahan faktor produksi, yang mengakibatkan terwujudnya satu pasar 

tunggal.9 

Pembentukan blok-blok perdagangan ini yang dinilai cukup berhasil, 

selanjutnya Amerika Serikat juga membentuk pasar bebas dengan Kanada dan 

Meksiko, yang dinamai North American Free Trade Agreement (NAFTA),10 

perdagangan bebas yang dilakukan seperti hal nya penurunan tarif, penghapusan 

kuota impor hasil pertanian, energi, jasa-jasa dan hak paten. Gerakan kedua blok 

ini diikuti juga oleh Negara-negara di kawasan ASEAN yang turut serta dalam 

membentuk blok perdagangan.11  

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah organisasi 

internasional yang beranggotakan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. 

Salah satu tujuan yang tercantum dalam pilar ASEAN, yakni meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial dan budaya, serta menjaga 

perdamaian dan stabilitas regionalnya.12 ASEAN telah menyadari seberapa 

pentingsebuah kerjasama ekonomi dalam melakukan perdagangan internasional di 

pasar global maupun internasional. Kerjasama ekonomi ini diharapkan dapat 

                                                             
 9. "Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels, Belgium", dalam kemlu.go.id (diakses 

pada tanggal 05 Februari, pukul 18.30 WIB). 

 10. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,  "Strategi Peningkatan Kerjasama 

Ekonomi Indonesia dengan Aliansi Pasifik", dalam kemlu.go.id/ Strategi-Peningkatan-Kerjasama-

Ekonomi-Indonesia-dengan-Aliansi-Pasifik/ hlm 34, (diakses pada 06 Februari 2021, pukul 09.20 

WIB) 

 11. Nopirin,   “Peran    Pemerintah    Dalam   Rangka    Penanggulangan   Perbuatan   

Curang”. Makalah Dalam Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, 

Yogyakarta: 1992. 

 
12

. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan 

ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN", dalam setnas-asean.id (diakses pada 06 Februari 

2021, pukul 09.30 WIB) 
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memberikan peluang ataupun menjadi acuan dalam memajukan perekonomian di 

negara-negara anggotanya atau bahkan dalam kawasannya sendiri.13 

Negara-negara anggota ASEAN ini melakukan sistem perekonomian 

terbuka sehingga bisa mencontoh kemajuan ekonomi dari dunia internasional. 

AEC (Asean Economic Community) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 

dibentuk pada tahun 2015 merupakan perluasan dari konsep AFTA (Asian Free 

Trade Area) yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kawasan pasar bebas 

yang berdaya saing dan intensitas dengan ekonomi global dan memajukan 

ekonomi di negara anggota ASEAN sehingga dapat semakin saling 

menguntungkan.14 Mayarakat Ekonomi ASEAN berpeluang dalam menumbuhkan 

nilai trade opennes atau Net Export di tiap negara anggota ASEAN. Ekspor dan 

impor yang mengalami laju pertumbuhan akan meningkatkan cadangan devisa 

negara yang akan memajukan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

di negara-negara kawasan.15 

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) 

adalah perwujudan dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN dalam rangka 

mengembangkan dan memacu pertumbuhan daya saing di bidang ekonomi 

kawasan regional ASEAN,16 dengan adanya ASEAN sebagai wujud kawasan 

produksi di dunia serta turut serta menciptakan pasar regional bagi sekitar 500 juta 

penduduk di kawasan nya. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ini dibentuk 

                                                             
 13. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, Ibid. 

 14.  Kementerian Luar Negeri, "Masyarakat Ekonomi ASEAN", dalam kemlu.go.id (pada 

tanggal 06 Maret 2021, pukul 09.30 WIB) 
 15.  Ibid. 

 16. Sekretarian Nasional ASEAN-Indonesia, "ASEAN Free Trade Area", setnas-asean.id 

(diakses pada tanggal  06 Februari 2021, pukul 09.20 WIB.) 
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ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-4 di negara Singapura pada 

tahun 1992. ASEAN memiliki enam anggota ketika persetujuan ini di tanda 

tangani, yakni Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, 

serta Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 

serta Kamboja pada tahun 1999. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 

kini mengalami peningkatan dan memiliki sepuluh negara anggota ASEAN.17
 

 Pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN menyepakati untuk 

mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas secara berkala, dalam 

upayanya membentuk pasar yang lebih bebas dan transparan di antara sesama 

negara anggota ASEAN. Upaya yang dilakukan negara angggota ASEAN seperti, 

penurunan tarif bea masuk atas barang-barang yang diperdagangkan, 

penghapusan kuota dan hambatan non tarif lainnya yang dapat membatasi arus 

barang  impor  dari  sesama  negara-negara  anggota  ASEAN.18  Negara annggota 

ASEAN juga diperbolehkan dalam mengatur sendiri tarif bea masuk barang impor 

dari negara-negara non ASEAN.19 

Pemberlakuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menyepakati negara anggota 

harus menurunkan tarif impor menjadi 0%-5%, terhadap barang-barang dari 

negara-negara anggota AFTA yang telah termasuk ke dalam Inclusive List dan juga 

memenuhi ketentuan yang harus disepakati (tentang kandungan produk ASEAN) 

                                                             
 17.  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Tentang ASEAN", dalam kemlu.go.id 

(pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 10.30 WIB) 

 18. Center of Area Studies Indonesian of Institute Sciences (P2W-LIPI), "Peluang Integrasi 

Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA", dalam lipi.go.id ,17 Agustus 2020, (diakses pada 

tanggal 05 Februari 2021, pukul 19.00 WIB) 

 19. Peraturan Menteri Keuangan, hal 15, dalam jdih.kemenkeu.go.id/ (diakses pada 06 

Februari 2021, pukul 19.00 WIB). 
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dalam kesepakatan AFTA. Rencana tersebut juga dicanangkan dalam skema CEPT 

(Common Effective Preferential Tariff) yang memfokuskan penghapusan tariff, 

kemudian keseluruhan tarif ini akan (menjadi 0%) bagi negara ASEAN-6 

diberlakukan tahun 2010 dan 2015 bagi negara ASEAN-4, sehingga terciptanya 

kawasan perdagangan regional Asia Tenggara yang benar-benar bebas.20  

ASEAN kini menjadi wilayah perdagangan yang menarik bagi investor, 

dikarenakan mempunyai penduduk yang relative banyak, bonus demografi yang 

menguntungkan, tingginya daya jual beli masyarakat serta kekayaan sumber daya 

alam yang dimiliki dan terbentuknya kawasan yang menjanjikan bagi investor.21 

Investor terbesar di kawasan ASEAN berasal dari Uni Eropa dan Jepang. Jumlah 

penduduk ASEAN sekitar 629 juta jiwa atau 8,7% total penduduk dunia.22 

Kerjasama perdagangan regional di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi untuk 

terus dapat meningkat, hal ini membawa masing-masing negara pada sistem 

perekonomian terbuka.23  

 Secara normatif, pembentukan AFTA terwujud dengan adanya upaya dalam 

mengembangkan hubungan dan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang 

ekonomi antar negara anggota ASEAN.  Pembentukan AFTA sebagai bentuk dari 

tujuan yamg dibuat oleh ASEAN, seperti yang dimuat di dalam Deklarasi Bangkok 

                                                             
 20. Bambang Sugeng, How AFTA Are You?: A Question to Enterpreneurs Who Act 

Locally But Think Globally, Pustaka Belajar Oxfam, Jakarta: 2007, hlm.22 

 21. "Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", dalam 

www.cermati.com (pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 08.30 WIB) 

 22. Kementerian Keuangan, "Laporan Dampak ASEAN Economic Comunity Terhadap  tri 

dan Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia", dalam www.kemenkeu.go.id, (pada tanggal 06 Maret 

2021, pukul 10.30 WIB). 

 23. Elfira Yunia Dewanti "Peluang Integrasi Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA", 

17 Agustus 2020 dalam psdr.lipi.go.id (diakses pada tanggal 06 Februari pukul 09.10 WIB).  
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pada pasal 2 ayat 5, yaitu24: “To collaborate more effectively for the greatest 

utilization of their agriculture and industries, the expansions of their trade, the 

improvement of their transportation and communication facilities, and the raising 

of the living standart of their peoples” 

 Perdagangan memiliki tiga kondisi umum yaitu trade surplus, trade deficit, 

dan balance trade.25 Negara dapat dikategorikan surplus perdagangan (trade 

surplus) ketika nilai ekspor lebih tinggi dibanding nilai impor. Sebaliknya jika nilai 

impor melambung dibanding nilai ekspor maka negara disebut mengalami defisit 

perdagangan (trade deficit). Kondisi balance trade dapat terjadi jika suatu negara 

mempunyai nilai ekspor dan impor yang sama atau seimbang. Ketiga kondisi 

perdagangan ini sangat berpengaruh dalam neraca perdagangan, nilai dalam neraca 

perdagangan mengindikasikan arus perdagangan antar negara.26  

 Neraca perdagangan dalam juga sebagai faktor penting dalam nilai mata uang 

di pasar global. Kondisi surplus perdagangan dapat menjadikan peningkatan pada 

nilai mata uang domestik.27 Sedangkan, pada defisit perdagangan memiliki dampak 

negatif terhadap nilai tukar dikarenakan deficit perdagangan menjadikan nilai mata 

uang domestik akan turun. Nilai tukar selain dipengaruhi neraca perdagangan, juga 

dapat memengaruhi kegiatan ekspor-impor antar negara, karena hal ini neraca 

perdagangan dan nilai tukar memiliki hubungan timbal balik.28 Nilai tukar yang 

                                                             
 24. Isi Deklarasi ASEAN yang ditanda tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 

dan menjadi dasar bagi berdirinya ASEAN. 

 25. N. Gregory Mankiw, "Macroeconomics, 5th Edition, Worth)", 2003, Hal 101 

 26. Ibid., hal.15. 

 27. Ribka BR Silitonga, "Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah 

di Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 15(1): 53-59, Juni 2017, diakses melalui 

pengaruh-ekspor-impor-dan-inflasi-terhad-e7c6fc62.pdf (pada tanggal 06 Februari 09.40 WIB). 

 28. Ribka BR Silitonga, Ibid. 

https://media.neliti.com/media/publications/284217-pengaruh-ekspor-impor-dan-inflasi-terhad-e7c6fc62.pdf
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terlalu rendah akan berdampak negatif terhadap aktivitas ekspor. Sebaliknya, 

apabila nilai tukar yang meningkat berbanding lurus terhadap laju ekspor, tetapi 

jika turun terus-menerus akan berdampak negatif pada perekonomian dan juga 

inflasi.29  

 Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN diharapkan tidak hanya 

mampu menciptakan integrasi dibidang sosial maupun politik tetapi juga integrasi 

di bidang ekonomi30, Seiring dengan meningkatnya perekonomian pada negara-

negara di dunia setiap tahunnya, terutama pada negara-negara anggota ASEAN 

khususnya di zdalam bidang ekspor dan impor. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ; “Tindak Lanjut Pembentukan 

Kawasan Perdagangan Bebas Asean Dalam Bidang Ekspor-Impor Intra 

Asean" 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pelaksanaan ASEAN Free Trade Area terhadap ekspor-impor    

sesama negara ASEAN? 

2. Perjanjian-perjanjian apa saja yang telah disepakati dalam pelaksanaan 

ASEAN Free Trade Area di bidang hukum nasional? 

C. Tujuan Penulisan 

 

                                                             
 29. N. Gregory Mankiw, Op,cit. 

 30. Elfira Yunia Dewanti, Op,cit. 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menggambarkan pengaruh ASEAN Free Trade Area terhadap 

ekspor-impor sesama negara anggota ASEAN. 

2. Mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang dicapai dalam konteks ASEAN 

Free Trade Area dalam hukum nasional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis atau manfaat akademik dari penelitian ini yaitu, hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis maupun akademis 

berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu hukum yang berkaitan 

dengan Perdagangan bebas di kawasan ASEAN khususnya dalam bidang ekspor 

dan impor. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa: 

a. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program 

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

b.  Menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi negosiasi lebih 

lanjut di forum kerjasama ASEAN. 



 
 

 

 

 

11 

c. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan lebih luas di bidang 

perdagangan bebas ASEAN. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini memiliki landasan teoritis menggunakan theory of justice yang 

diperkenalkan oleh Aristoteles dan diperdalam kajiannya oleh Frank J. Garcia. 

Lebih lanjut Garsia berpendapat bahwa karena adanya globalisasi maka terjadi 

perubahan hukum, seperti yang terkutip di bawah ini: 

 

Teori ini lahir sebagai kritik atas kegagalan pemikiran John Rawls, yaitu 

justice as fairness. John Rawls mempunyai buku yang berjudul Trade, Inequality 

and Justice: Toward a liberal Theory of Just Trade, Franck J. Garcia memperdalam 

kajian mengenai redistributive justice dalam hukum perdagangan internasional. 

Buku ini yang pertama kali menerapkan konsep abstrak theory of justice ke dalam 

permasalahan konkret di bidang hukum perdagangan internasional. Intisari dari 

buku theory of justice karya Garcia adalah, bahwa hukum perdagangan 

internasional tidak hadir di luar lingkup justice. Dalam setiap analisis terhadap 

hukum perdagangan internasional, diharus mempertimbangkan hak terhadap 

keadilan atau sering disebut trade is a matter of justice. Konsep keadilan memasuki 
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ranah hukum perdagangan internasional dan menempatkan justice as right order.31 

Garcia juga berpendapat bahwa kerja sama sosial dapat menghasilkan suatu 

kekayaan atau keuntungan yang tidak akan timbul tanpa adanya kerja sama sosial 

tersebut, maka muncul landasan sosial untuk penerapan justice.32  

Pada hubungan antara negara maju dengan negara berkembang di  dalam 

hukum perdagangan internasional timbul masalah redistributive justice. Lebih jauh 

lagi pada artikelnya Garcia yang berjudul Building A Just Order for A New 

Millennium Garcia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi 

internasional juga meliputi mekanisme identifikasi dan koreksi terhadap 

keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar, melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana tercermin dalam pembentukan 

panel di WTO yang merupakan institusi yang menerapkan prinsip corrective justice 

antara negara terhadap situasi di mana perolehan keuntungan oleh suatu negara atau 

oleh perusahaan-perusahaan di negaranya dipertanyakan.33  

Dengan demikian dari sudut pandang normatif, berdasarkan ketiga bentuk 

liberal theory of justice-utilitarian, libertarian, dan egalitarian, just trade berwujud 

sebagai free trade, di mana terdapat hubungan-hubungan ekonomi internasional 

harus bebas dari restriksi-restriksi yang diciptakan oleh pemerintah, baik dalam 

bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Dari tiga kategori teori liberal tentang 

                                                             
 31. Ade Maman Suherman, "Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan 

Internasional", (Jurnal Hukum Internasional: Vol. 5 No. 2, 2008), hlm. 256. 
32. Ringkasan Disertasi Agus Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan 

Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum dan Indonesia Melindungi Produksi dalam Negari 

Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard", (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 

2006), hlm.8. 

 33. Ibid., hlm.3. 
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justice: utilitarian, libertarian, dan egalitarian, Garcia menarik benang merah yang 

menghubungkan ketiganya, bahwa ketiga kategori theory of Justice liberal di 

bidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:34  

a. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian 

rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang  terpengaruh 

olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap free trade sebagai prinsip 

ekonomi, guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan; 

b. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum 

perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk 

kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian 

digarisbawahi pentingnya prinsip “special and differential treatment” sebagai 

justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap pihak 

mendapatkan the same playing field.35  

c. “liberal justice” mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional 

tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif 

terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan. 

Melalui point nomor c disadari bahwa pemahaman perdagangan sebagai 

perkara justice menimbulkan implikasi-implikasi terhadap hukum perdagangan, 

terutama dalam keterkaitan nya dengan beberapa hal, misalnya: trade and 

development yang antara lain sedang dibahas pada Putaran Doha dan trade and 

human rights antara lain yang dibahas pada ASEAN Summit ke-13 di Singapura 

                                                             
 34 Ibid, hlm.9. 

 35. Frank J. Garcia, Op,cit. 
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mengenai pendirian badan HAM di ASEAN, yang kurang terakomodasi dalam 

kajian perdagangan yang ortodoks. 

Alasan pemilihan teori ini oleh Penulis adalah terkait dengan ruang 

lingkupnya yang mencakup international trade relation, termasuk didalamnya 

regional trade agreement. Alasan lain dari penulis karena teori ini mengemukakan 

bahwa dalam suatu perdagangan bebas atau free trade membutuhkan instrument 

yang dapat menjamin adanya the same playing field, baik melalui mekanisme 

“special and differential treatment” dalam WTO yang dapat disejajarkan dengan 

roadmap for integration of ASEAN (RIA) dalam AFTA. Dalam RIA terdapat 

perbedaan komitmen serta waktu implementasi yang didasarkan atas stage of 

economic development dari masing-masing negara anggota ASEAN. Contoh 

adanya perbedaan komitmen waktu implementasi yang berdasarkan atas teori 

keadilan adalah adanya perbedaan komitmen dan jangka waktu implementasi 

komitmen negara- negara anggota ASEAN di mana untuk CMLV (Cambodia, 

Myanmar, Laos dan Vietnam) diberikan waktu yang lebih lama dari enam negara 

yang lain (Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapore dan Thailand) yang 

merupakan original member of ASEAN. 

Alasan yang lain adalah terkait dengan corrective justice, di mana dalam 

kerjasama perdagangan ASEAN terdapat suatu pengaturan khusus terkait dengan 

dispute settlement mechanism yang biasanya diselesaikan dalam tahap pertama 

dengan aplikasi ACT (ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment). 

Melalui aplikasi ini negara yang mengalami kerugian dapat memperoleh kembali 

keuntungan-keuntungan yang hilang. 
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Theory of justice dipilih dalam konteks perdagangan internasional dengan 

alasan agar terciptanya suatu globalisasi yang tidak hanya menciptakan free trade 

namun juga adanya sistem perdagangan dunia yang adil sehingga tercipta fair trade 

sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi.36  

F. Metode Penilitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan ini menggunakan jenis 

penelitian hukum deskriptif-yuridis. Dalam melakukan pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan karena 

dalam membahas penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum 

yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder). 

2. Pendekatan Masalah 

 

Penulis menggunakan pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan 

statuta (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). 

a. Pendekatan Statuta (Statute Approach), adalah dengan menggunakan regulasi 

dan undang-undang untuk di telaah dan di analisis pada masalah-masalah 

yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani. 37 

                                                             

 36. Joseph E. Stiglitz, "Fair Trade for All (How Trade Can Promote Development"), (New 

York: Oxford University Press, 2005), hlm. 124. 

 

 37. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 

133. 
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b. Pendekatan Historis (Historical Approach), ialah pendekatan yang dilakukan 

dengan teknik menganalisis latar belakang dari apa yang sedang tangani serta 

perkembangan dari aturan suatu masalah yang diteliti. 38 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach), adalah melakukan penelitian terhadap 

kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah dari kasus-kasus dalam 

penulisan karya ilmiah ini, yang dimana telah menjadi sebuah putusan 

pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap.39 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. bahan hukum primer ini terdiri dari :  

i. Bangkok Declaration 1967 

ii. Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian Nations (TAC) 

1967 

iii. Charter of the United Nations 1945 

iv. ASEAN Charter 2008 

 

 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan kepustakaan yang mempunyai 

kaitan dengan bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder ini berasal dari 

                                                             
 38. M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 

2007, hlm. 59. 
39. Ibid., hlm.58. 
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dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan 

hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi para 

sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, doktrin, buku-buku, artikel-artikel 

hukum, dan bahan-bahan lain yang memiliki kaitan dengan penulisan karya 

ilmiah ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier berguna untuk memberikan informasi-informasi atau 

data-data dalam melengkapi bahan hukum sekunder dan primer. Bahan 

hukum ini bisa di akses melalui internet, majalah, artikel, atau website-

website, serta referensi lain yang berkaitan dengan topic dari karya ilmiah ini. 

40 

4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 

 
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka yang dimana studi ini adalah suatu alat pengumpulan bahan 

hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan 

content analisys. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, konvensi- konvensi, dokumen, laporan, 

arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan 

dengan permasalahan. 

b. Analisa Bahan Hukum 

                                                             
 40. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012, hlm. 13. 
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 Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

bahan hukum kuantitatif normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah 

disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif normatif 

dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan 

mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab.  

a. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penilitian, manfaat penilitian, kerangka teori, kerangka 

konseptual, metode penilitian, dan sistematika penulisan.  

b. Bab II merupakan tinjauan umum tentang ekonomi ASEAN yang 

menguraikan tentang kajian historis ASEAN, pembentukan kawasan 

perdagangan bebas ASEAN, perjanjian-perjanjian yang dicapai dalam 

AFTA. 

a. Bab III merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang, 

Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for 

AFTA for the Elimination  of Import Duties. 

b. kesepakatan kerjasama antara negara-negara ASEAN serta implikasi 

ASEAN Free Trade Area dalam bidang ekspor impor intra ASEAN. 

c. Bab IV merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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menjadikan Indonesia sebagai key regional player. 

 
B. Saran 

Negara-negara ASEAN harus memilki political will yang kuat dalam 

melaksanaan semua persetujuan-persetujuan yang telah disepakati dan telah 

diratifikasi oleh masing-masing negara, sehingga sesuai dengan yang telah 

tercantum dalam strategic schedule dalam Cetak Biru Masyarakat. 
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